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LAMPIRAN XIX

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

Tujuan

1.

Tujuan kebijakan akuntansi Pendapatan LRA adalah menetapkan
dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada
entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan-LRA Kota
Pasuruan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian,
dan pengungkapan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan
keuangan.

Ruang Lingkup

4.

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam
penyusunan laporan realisasi anggaran.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas
akuntansi/pelaporan pada Pemerintah Kota Pasuruan yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, dan Non-APBD,
termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

6.

10.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan
lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah
pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah
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selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja,

serta  penerimaan

dan

pengeluaran

pembiayaan  dalam

APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Klasifikasi
11.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis

besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai

berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Dana Perimbangan

Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan  Transfer  Pemerintah
Lainnya
Pendapatan  Transfer  Pemerintah

Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan

Lain-lain
yang Sah

Pendapatan Daerah | Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

B. PENGAKUAN
12. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a.

b.

Kas atas pendapatan telah diterima pada RKUD.

Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara
Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan
ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan
penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD.

Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh OPD/BLUD
dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai
pendapatan daerah.

Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai
pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas
penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
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€. Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD,
dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

. Kas atas pendapatan yang diterima OPD/BLUD tanpa
mekanisme anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa

disetor ke RKUD, maka OPD penerima wajib melaporkannya
kepada BUD.

C. PENGUKURAN

D.

E.

13.

14.

15:

16.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto,yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari
pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari
pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal
dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak
dan jangka waktunya singkat

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN
L7,

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Badan Akun
Standar.

PENGUNGKAPAN
18.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan
Pendapatan-LRA adalah:

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pel'aporan
yang bersangkutan terjadi hal-nal yang DErsiiat Knusus,

c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah; dan

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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